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ABSTRAK 

Dalam rangka menegakkan justice for all, Mahkamah Agung 

menggalakkan kembali sidang keliling melalui Pengadilan Agama di seluruh 

wilayah Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Ponorogo. Amanat tersebut 

disebarluaskan melalui SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum Lampiran B kemudian disusul dengan pedoman-pedoman lain 

mengenai sidang keliling.  

Pada sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, perkara 

yang disidangkan didominasi oleh perkara perceraian. Dalam penyelesaian 

perkara perceraian tersebut, Pengadilan Agama Ponorogo tetap mengacu terhadap 

Hukum Acara sebagaimana sidang di kantor Pengadilan. Hal tersebut dikarenakan 

pedoman-pedoman yang ada ternyata tidak mengatur mengenai hukum acara yang 

berlaku pada sidang keliling. Berangkat dari permasalahan inilah penyusun 

mengangkat tema penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini difokuskan dalam tiga hal. 

Pertama, bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang 

keliling di Pengadilan Agama Ponorogo. Kedua, apa faktor-faktor yang 

menghambat dan mendukung penyelesaian perkara perceraian melalui sidang 

keliling di Pengadilan Agama Ponorogo. Ketiga, bagaimana implikasi sidang 

keliling dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap angka perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang data dan informasinya berasal dari hasil wawancara dengan pihak-

pihak dari Pengadilan Agama Ponorogo maupun pihak berperkara pada sidang 

keliling dan dokumen-dokumen terkait sidang keliling. Sifat penelitian ini adalah 

preskriptif yakni setelah data telah tersusun, penyusun memberikan penilaian 

berdasarkan tolok ukur efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto meliputi indikator hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas dan 

masyarakat, kemudian penyusun memberikan saran-saran terhadap permasalahan 

yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan 

sosiologis. Analisis data dilakukan dengan metode induktif dan deduktif. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan sidang keliling 

Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 kurang efektif dikarenakan beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan teknis persidangan seperti jawab menjawab 

dan pembuktian. Meskipun demikian, sidang keliling ini memberikan 

kemaslahatan dalam hal transportasi dan jarak tempuh bagi para pihak berperkara. 

Hal ini sejalan dengan maqāṣid asy-syarī’ah terutama dalam aspek pemeliharaan 

jiwa ( حفظ النفس)  dan pemeliharaan harta (حفظ المال). Adapun faktor penghambat 

terletak pada terbatasnya waktu pelaksanaan akibat minimnya anggaran. 

Sedangkan faktor pendukungnya antara lain: pelayanan prima yang diberikan oleh 

tim pelaksana sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo, kerjasama yang baik 

antara pihak Pengadilan dengan perangkat desa dan ketertiban para pihak 

berperkara. Berdasarkan fakta yang ditemukan penyusun, sidang keliling tidak 

berimplikasi terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

05936/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama  

ا 

ة 

ت 

ث 

ج 

ح 

خ 

د 

ذ 

ر 

ز 

ش 

ش 

ص 

ض 

Alif 

Bā‟ 

Tā‟ 

Ṡā‟ 

Jim 

Ḥā‟ 

Khā‟ 

Dāl 

Żāl 

Rā‟ 

Zai 

Sin 

Syin 

Ṣād 

Ḍad 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

 

ṡ 

j 

ḥ 
 

kh 

d 

 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 
 

ḍ 
 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik diatas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) ka 

dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 
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 ط

ظ 

ع 

غ 

ف 

ق 

ك 

ل 

م 

ن 

و 

ي 

ء 

 ي

Ṭā‟ 

Ẓā‟ 

„Ain 

Gain 

Fā‟ 

Qāf 

Kāf 

Lām 

Mim 

Nūn 

Waw 

Hā‟ 

Hamzah 

Ya 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

ʻ 

Y 

te (dengan titik di bawah) 
 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 
 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

„el 

„em 

„en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 

 متعدّدة

  عدّة ّ

 

ditulis 

ditulis 

 

Muta‟addidah 

„iddah 

 

III. Ta’marbūtah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis h 
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حكمة 

 جسية

 

ditulis 

ditulis 

 

Ḥikmah 

jizyah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya 

b. Bila diikuti denga kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h 

 

 كرامةالاونيبء

 

ditulis 

 

Karāmah al-auliyā’ 

 

c. Bila ta‟marbūtah hidup atau dengan harakat, fatḥah, kasrah dan ḍammah 

ditulis tatau h 

 

 زكبةانفطر

 

ditulis 

 

Zakāh al-fiṭri 

 

IV. Vokal Pendek 

 

___ َ _ 

___ ِ _ 

___ ُ _ 

 

 

fatḥah 

kasrah 

ḍammah 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

a 

i 

u 

 

V. Vokal Panjang 

 

1 

 

2 

 

 Fathah + alif  جاهلية                    

 

Fathah +  ya‟ mati              تنسى  

 

ditulis 

 

ditulis 

 
ā  : jāhiliyyah 

 
ā  : tansā 
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3 

 

4 

 

 

Kasrah + ya‟ mati               كريم  

 

Dammah + wawu mati    فروض 

 

ditulis 

 

ditulis 

 
ī  : karīm 

 
ū  : furūd 

 

VI. Vokal Rangkap 

 

1 

 

2 

 

 

Fathah ya mati 

 بينكم

Fathah  wawu mati 

 قول

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 

 

أأوتم 

أعدّ ت 

 نئه شكرتم

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 
a’antum 

u’iddat 

la’in syakartum 

 

VIII. Kata sandang Alif + Lam 

 

a.  bila diikuti huruf Qomariyyahditulis dengan menggunakan “l” 

 

انقران 

 انقيبش

 

ditulis 

ditulis 

 

Al-Qur’ān 

 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 
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انسمبء 

 انشمص

 

ditulis 

ditulis 

 

as-Samā’ 

 

asy-Syams 

 

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

 ذوي انفروض

 

 أهم انسىة

 

ditulis 

 

ditulis 

 

Zawi al-furūd 

 

Ahl as-Sunnah 

 

 

X. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur‟an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh.  

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya 

Toko Hidayah, Mizan. 
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MOTTO 

 

Sebesar keyakinanmu, sebesar itu pula kesuksesanmu. 

 

و كلّ من لم يعتقد لم ينتفع# إذ الفتى حسب اعتقاده رفع   
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruntuk ibundaku tercinta Nurul Chudaifah,  

“Tiada kata yang dapat mengungkapkan  

betapa tangguh dan kuatnya engkau berjuang  

sendiri membesarkan kami anak-anakmu, 

falakil  jannah, Buk”. amiin... 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq,  

hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di 

Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh 

keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kokoh (  .(ميثالا غهيظا

Perkawinan sebagai hubungan suami dan isteri merupakan hubungan dan 

ikatan yang melebihi ikatan-ikatan yang lain karena perkawinan memiliki 

beberapa tujuan yang mulia dan sakral yakni untuk menciptakan dan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, tenteram, damai dan 

penuh kasih sayang yang dalam bahasa Al-Qur’an adalah sakīnah mawaddah 

wa rahmah,
1
 sebagaimana dalam ayat berikut ini: 

 و مه اياته ان خهك نكم مه اوفسكم ازواجا نتسكىىا انيها وجعم بيىكم مىدة و رحمة
2
  

Sedemikian mulianya tujuan perkawinan itu pula yang menyebabkan 

kenapa Islam sangat menghindari dan membenci perceraian (perpisahan). 

Lebih tegas tentang kebencian Islam terhadap perceraian disebutkan dalam 

hadits: 

3ابغض انحلال انى الله انطلاق
 

Meskipun perceraian merupakan perkara halal yang dibenci oleh 

Allah, namun fenomena ini terus berkembang sepanjang zaman. Banyak 

pasangan suami isteri yang memilih jalan perceraian dengan anggapan bahwa 

                                                           
1
 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, ed. revisi (Yogyakarta: ACAdeMIA + 

TAZZAFA, 2005), hlm. 25. 

 
2
 Ar-Rūm (30) : 21. 

 
3
 Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Yazīd, Sunan Ibn Mājah, (Beirut: Dār al-Kutub, 1995), 

I:650. 
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perceraian merupakan satu-satunya solusi untuk mengakhiri permasalahan 

rumah tangga. Penyebab perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama
4
 

beraneka ragam, di antaranya poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, 

kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, 

kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, 

gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan.
5
  

Di Indonesia, perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

salah satunya yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Di dalamnya terdapat ketentuan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
6
 Adapun Pengadilan yang 

dimaksud yakni Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 

sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.
7
  

Perceraian di muka Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 (dua) macam 

yakni cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan 

oleh isteri. Permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya 

                                                           
4
 Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama menyebutkan: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang 

diatur dalam Undang-undang ini”. Adapun tugas dan wewenangnya disebutkan dalam Pasal 49: 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan; (b) 

warta; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah. 

 
5
 Laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2013 tentang faktor-faktor 

penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Ponorogo. 

 
6
 Pasal 39.  

 
7
Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2006), hlm. 27. 
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diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, 

sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (penggugat).
8
 

Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.
9
 

Indonesia merupakan negara kepulauan. Transportasi antara pulau 

yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit untuk dilakukan, 

karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan 

kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten 

atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan 

yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak 

tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Kondisi objektif 

teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para 

pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari 

Pengadilan.  

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan 

kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang 

menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman 

dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka 

merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 51-52. 

 
9
 Pasal 4 ayat (1). 
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seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. 

Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan 

hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. 

Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat 

kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai 

kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (justice for the poor).
10

 

Penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, yakni 

penelitian yang dilakukan atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Family 

Court of Australia dan Indonesia Australia Legal Development Facilities 

(IALDF), menemukan bahwa masyarakat miskin menghadapi hambatan 

utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang 

berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke 

Pengadilan.
11

 Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung 

dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling 

dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon Mahkamah 

Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
12

 

                                                           
10

 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama, hlm. 1-2. 

 
11

 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B, Bab I, Pendahuluan. 

 
12

 Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat 

dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi 

oleh hakim. Surat Edaran MA tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Terhadap Surat 

Edaran Mahkamah Agung ini banyak pakar hukum berpendapat bahwa Mahkamah Agung RI 

sudah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan R.Bg sekaligus nampaknya pendapat tersebut 

ada benarnya, tetapi apabila dilihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI 

berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain menurut ketentuan yang 
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(SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, 

yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan 

Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.  

Selain itu, norma hukum lain yang juga mengatur mengenai sidang 

keliling adalah Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama 

dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 

Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan 

Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV 

huruf G. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2013, ditetapkan Buku Pedoman 

Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) melalui Surat Keputusan 

Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama 

No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di 

Lingkungan Peradilan Agama. 

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan 

salah satu penjabaran dari acces to justice, yang telah menjadi komitmen 

masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah 

untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. 

                                                                                                                                                               
ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah 

Agung RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum 

tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum 

Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 11. 

Surat Edaran dan Instruksi MA itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan 

dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat menggali hukum. Lihat juga 

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 2009), 

hlm. 10. 
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Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, sidang keliling 

mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan 

dapat terjangkau oleh setiap orang (justice for all).
13

 

Pada dasarnya, penyelesaian perkara dalam sidang keliling 

berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
14

 Asas tersebut 

menjadi dambaan semua masyarakat. Jika dapat dilaksanakan dengan baik, 

akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan, 

sederhana dalam prosedur memasukkan gugatan, cepat dalam proses 

persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar 

(sesuai dengan ketentuan biaya perkara). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam 

sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur’an bahwa Islam selalu 

memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya. 

15يريد الله بكم انيسر ولا يريد بكم انعسر
 

Sidang keliling ini pernah dipandang sebelah mata. Alasannya, sidang 

keliling dianggap dapat membuat angka perceraian semakin tinggi. Hal ini 

dibantah oleh Wahyu Widiana selaku Direktur Jenderal Peradilan Agama kala 

itu. Menurutnya, sidang keliling bukan untuk mempermudah orang untuk 

melakukan perceraian, tetapi untuk memberikan kepastian hukum kepada 

                                                           
13

 Ibid., hlm. 3. 

 
14

 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001), hlm 56. 

 
15

 Al-Baqarah (2) : 185. 
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masyarakat di bidang hukum keluarga, baik status pernikahan, perceraian, 

hingga status anak.
16

  

Penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di tahun 2013  

telah diselenggarakan sebanyak 3.434 kali oleh 254 Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyyah di 95 lokasi yang tersebar di seluruh pelosok 

Indonesia termasuk Pengadilan Agama Ponorogo.
17

 Adapun sidang keliling 

di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri pada tahun 2013 telah 

diselenggarakan sebanyak 4 (empat) kali yang bertempat di 2 (dua) balai desa 

yakni 2 (dua) kali di Balai Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo dan 2 (dua) kali di Balai Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo.
18

 

Sejak diterbitkannya SEMA No. 10 Tahun 2010, Pengadilan Agama 

Ponorogo terus melaksanakan sidang keliling setiap tahunnya. Namun, 

pemberkasannya dilaksanakan seperti biasa sehingga tidak ada laporan 

khusus mengenai pelaksanaan sidang keliling. Kemudian setelah 

diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan 

Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang 

Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama pada tanggal 7 

Januari 2013 yang salah satunya mengatur mengenai pelaporan sidang 

keliling, barulah dibuat laporan khusus sidang keliling berikut perkara-

                                                           
16

 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-Pengadilan-

agama-melegakan, akses 8 November 2013.  

 
17

http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/info/rekapPengadilan/sidang_keliling, 

akses 3 Februari 2014. 

 
18

 Arsip Pengadilan Agama Ponorogo. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-pengadilan-agama-melegakan
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt505fe18ec122d/sidang-keliling-pengadilan-agama-melegakan
http://sms.mahkamahagung.go.id/index.php/info/rekappengadilan/sidang_keliling
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perkara yang ditangani, majelis hakim yang menangani dan penggunaan 

biaya penyelenggaraan sidang keliling. Sehingga laporan khusus sidang 

keliling termasuk berkas-berkas yang berkaitan dengan sidang keliling, 

pemberkasannya baru dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada 

tahun 2013. 

Adapun perkara yang diajukan dalam sidang keliling yang diadakan 

oleh PA Ponorogo tahun 2013 didominasi oleh perkara perceraian baik cerai 

gugat maupun cerai talak. Perkara perceraian merupakan perkara kontentius 

(contentiosa)
19

 yang mengandung sengketa antara kedua belah pihak. 

Peraturan perundang-undangan tidak mengenal perceraian atas persetujuan 

bersama.
20

 Prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam hukum acara khusus 

baik dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, 

dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah 

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 

50 Tahun 2009. Adapun dalam penyelesaiannya terdapat tahapan-tahapan 

yang bersifat prosedural yang harus dipenuhi oleh para pihak berperkara dan 

majelis hakim selaku penegak hukum di Pengadilan Agama. 

                                                           
19

 Perkara/gugatan contentiosa adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua 

belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan merupakan 

sengketa atau perselisihan di antara para pihak (between countending parties). Gugatan ini 

merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan gugatan voluntair yang bersifat sepihak (ex-

parte), yaitu permasalahan yang diajukan tidak mengandung sengketa (undisputed matters), tetapi 

semata-mata kepentingan pemohon. Lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, 

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), hlm. 125. 

 
20

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, cet. ke-7 (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 218. 
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Namun sayangnya, sidang keliling untuk setiap perkara hanya dapat 

dilaksanakan dua (2) kali, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya 

pertimbangan hakim dan para pihak dalam menyelesaikan perkara. Hal 

tersebut disebabkan oleh minimnya anggaran yang diberikan oleh Mahkamah 

Agung untuk penyelenggaraan sidang keliling. Selain itu, hukum acara yang 

digunakan sama dengan persidangan di kantor Pengadilan Agama, sehingga 

menyisakan beberapa problem terkait dengan pemanggilan para pihak yang 

tidak hadir dalam persidangan, tahap menjawab dan pembuktian. 

Pemanggilan pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap 

mengacu kepada tatacara pemanggilan sebagaimana biasa dengan 

memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para 

pihak. Tenggang waktu pemanggilan yang cukup lama seperti halnya 

pemanggilan pihak yang tidak diketahui keberadaannya menyebabkan 

perkara tidak dapat ditangani dalam sidang keliling sehingga sidang harus 

dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama.  

Adapun problem lainnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan jawab 

menjawab dan pembuktian yang membutuhkan waktu bagi para hakim untuk 

menilai kebenaran para pihak. Dalam hal ini, tahap jawab menjawab dan 

pembuktian merupakan hal yang harus ditempuh dengan sungguh-sungguh 

dan tidak gegabah, karena dalam tahap-tahap inilah hakim berusaha 

merumuskan masalah, menggali dan menemukan hukum demi menghasilkan 

putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

bagi para pihak. Namun sayangnya, sidang keliling hanya dilaksanakan dua 
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kali saja untuk setiap perkara sehingga tidak akan mungkin jawab menjawab 

dan pembuktian akan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam waktu 

tersebut, dan akhirnya sidang harus ditunda dan dilanjutkan di kantor 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun 

merasa perlu untuk meneliti efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2013 tersebut agar diketahui sejauh mana sidang 

keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dapat memudahkan 

masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ada terutama di bidang perceraian.  

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengidentifikasikan 

rumusan masalah yang akan diteliti ke dalam beberapa rumusan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sidang 

keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013? 

2. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penyelesaian 

perkara perceraian melalui sidang keliling di Pengadilan Agama 

Ponorogo tahun 2013? 

3. Bagaimana implikasi sidang keliling dalam penyelesaian perkara 

perceraian terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo 

tahun 2013?  
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013. 

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

penyelesaian perkara perceraian melalui sidang keliling di 

Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013. 

c. Untuk menjelaskan implikasi sidang keliling terhadap angka 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu 

dan wawasan di bidang hukum dan memberikan sumbangan 

pemikiran yang berarti bagi khazanah ilmu pengetahuan dalam 

bidang Peradilan Agama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pandangan baru di 

kalangan masyarakat mengenai sidang keliling yang merupakan hal 

yang baru yang masih jarang diketahui orang, dan dapat dijadikan 

kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 
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D. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling 

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 

2013, ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil penyusun temukan, 

diantaranya: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Surya Hidayat dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya terhadap 

Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”. Skripsi 

ini meneliti tentang tujuan sidang keliling ditinjau dari maqāṣid asy-syarī’ah 

dan dampaknya terhadap angka perceraian di PA Cilacap.
 21

 Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa sidang keliling sejalan dengan maksud dan tujuan 

disyari’atkannya hukum Islam yaitu untuk memelihara harta, memelihara 

jiwa, memelihara keturunan,  memelihara akal dan memelihara agama. 

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada 

penelitian ini analisisnya mengarah pada pemenuhan maqāṣid asy-syarī’ah 

dalam tujuan sidang keliling, sementara penulis akan meneliti tentang 

keefektifan sidang keliling guna mengetahui sejauh mana pemenuhan tujuan 

sidang keliling. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fitrizal Widya Pangesti dengan judul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan 

Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi 

ini meneliti tentang proses mediasi dalam sidang keliling oleh Pengadilan 

                                                           
21

 Surya Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sidang Keliling dan Implikasinya 

terhadap Angka Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2011)”, Skripsi tidak 

diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010). 
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Agama Brebes.
22

 Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses mediasi tidak 

dilakukan di lokasi sidang keliling sekaligus, namun tetap dilaksanakan di 

Pengadilan Agama Brebes,. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan 

diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya meneliti tentang hal yang 

berkaitan dengan proses mediasi dalam sidang keliling saja, sedangkan yang 

akan diteliti oleh penyusun menyangkut segala aspek yang menyangkut 

sidang keliling termasuk mediasi. 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Indah Umaroh dengan judul 

“Analisis Sidang Keliling Perkara Cerai Gugat Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Mojokerto menurut Surat Edaran Mahkamah Agung 

(Sema) No.10 Tahun 2010”. Skripsi ini meneliti tentang apa landasan 

Pengadilan Agama Mojokerto dalam melaksanakan sidang keliling, 

bagaimana proses sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama 

Mojokerto dalam perkara cerai gugat, serta implikasinya terhadap 

peningkatan angka perceraian di Mojokerto. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa peneliti menemukan adanya peningkatan angka cerai gugat yang 

dilakukan masyarakat Mojokerto dengan adanya sidang keliling yang 

diselenggarakan Pengadilan agama Mojokerto. Adapun pelaksanaan dan 

proses sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama 

Mojokerto mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku, baik proses 

pengajuan perkara, pemanggilan pihak maupun sidangnya, dengan ketentuan 

tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien. Perbedaan penelitian ini 

                                                           
22

 Fitrizal Widya Pangesti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara 

Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”, Skripsi tidak 

diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2009). 
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dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini membahas 

tentang penyelesaian cerai gugat dalam sidang keliling yang diselenggarakan 

oleh Pengadilan Agama Mojokerto, sedangkan penyusun meneliti tentang 

penyelesaian perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dalam sidang 

keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo.
23

 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Azizah Ulfi dengan judul “Analisis 

Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di 

Pengadilan Agama Mungkid)”. Skripsi ini meneliti tentang hukum acara yang 

digunakan dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan 

Agama Mungkid. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hukum acara yang 

digunakan dalam sidang keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan 

Agama Mungkid sama dengan hukum acara yang digunakan dalam 

persidangan biasa (litigasi reguler).
24

 Perbedaan penelitian ini dengan apa 

yang akan diteliti penyusun adalah penelitian ini hanya menganalisis hukum 

acara yang digunakan dalam sidang keliling, sedangkan penyusun meneliti 

menganalisis segala aspek sidang keliling termasuk hukum acara. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, maka 

penyusun menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Efektivitas Sidang 

Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo Jawa Timur Tahun 2013” belum pernah dibahas karena tema 

                                                           
23

 http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptiain-- indahumaro-

9504, akses 23 Desember 2013. 

 
24

 http://eprints.walisongo.ac.id/1073/, akses 24 Desember 2013. 

http://eprints.walisongo.ac.id/1073/
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penelitian tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada 

sebelumnya. 

E. Kerangka Teoritik  

Efektivitas berasal dari istilah efektif yaitu dampak atau akibat yang 

membawa hasil.
25

 Kata efektif berarti ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, 

kesannya, manjur, mujarab, mempan).
26

 Menurut Soerjono Soekanto, 

efektivitas adalah taraf yang sejauh mana suatu kelompok menggapai 

tujuannya.
27

 Efektivitas hukum menyoroti mengenai bagaimana suatu 

peraturan yang dibentuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
28

 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono 

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa 

indikator antara lain indikator hukum, indikator penegak hukum, indikator 

sarana atau fasilitas dan indikator masyarakat.
 29

 

1. Hukum.  

Bagaimana hukum dapat berdampak positif. Artinya norma hukum 

tersebut dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuannya, sehingga 

                                                           
25

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 250. 

 
26

 Komaruddin, Kamus Riset, (Bandung: Airlangga, 1973), hlm. 367. 

 
27

 Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Bandung: Alumni, 

1983), hlm. 129. 

 
28

 Soerjono Sukanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 98. 

 
29

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet. ke-12 

(Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.  
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efektif.
30

 Dalam hal ini, norma-norma hukum yang mengatur tentang 

sidang keliling akan dikatakan efektif bila norma tersebut mampu menjadi 

landasan operasional yang lengkap dan jelas bagi sidang keliling sehingga 

dapat mencapai tujuannya secara efektif untuk memudahkan para pihak 

berperkara baik dari segi biaya, transportasi dan jarak tempuh ke 

Pengadilan Agama.  

2. Penegak hukum.  

Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum. Di Pengadilan Agama, peran penegak hukum dipegang oleh 

hakim. Agar sebuah norma hukum dapat dikatakan efektif, maka hakim 

harus mampu menjalankan perannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

3. Sarana atau fasilitas.  

Sarana atau fasilitas harus dipenuhi untuk menunjang penegakan hukum. 

Sarana atau fasilitas mencakup peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan seterusnya.
31

 Dalam hal ini, sarana atau fasilitas dalam sidang 

keliling meliputi anggaran pelaksanaan sidang keliling yang mencukupi, 

dan ruang persidangan yang memenuhi standar dekorum ruang 

persidangan demi menjaga martabat peradilan. 

                                                           
30

 Ibid., hlm. 12. 

 
31

 Ibid., hlm. 37. 
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4. Masyarakat.  

Masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Dalam hal ini menyangkut pada pendapat-pendapat masyarakat 

terhadap norma hukum yang ada.
32

 Dalam hal ini, pendapat/tanggapan 

masyarakat terutama para pihak yang mengikuti sidang keliling 

berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya sidang keliling yang 

diselenggarakan oleh Pengadilan Agama. 

Indikator-indikator di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum. Indikator-indikator tersebut bersifat 

netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi dari indikator 

tersebut.
33

  

Sidang keliling merupakan sidang Pengadilan yang dilakukan di luar 

Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan 

dan sebagainya.
34

 Norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 yang diatur dalam Lampiran B 

untuk Lingkungan Peradilan Agama bagian dua yang terdiri dari 5 pasal. 

Selain itu terdapat beberapa Surat Keputusan yang mengatur tentang 

penyelenggaraan sidang keliling, antara lain Keputusan Ketua Muda Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 

04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 

                                                           
32

 Ibid., hlm. 45. 
 
33

 Ibid., hlm. 9. 

 
34

 Roihan A, Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 130-131. 
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Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan mengatur pula mengenai pelayanan sidang keliling. Kemudian pada 

tahun 2013, ditetapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling 

(BUPEDLAKSILING) melalui Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI 

Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 

tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. 

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar 

gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil. 

Sidang keliling ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan 

kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum 

dan keadilan (justice for all dan justice for the poor), mewujudkan proses 

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari’ah Islam yang 

penegakannya menjadi tugas dan fungi serta wewenang Pengadilan.
35

 

Pelaksanaannya diharuskan seefektif dan seefisien mungkin dengan 

memperhatikan jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.
36

 

Pemberian bantuan hukum termasuk sidang keliling ini merupakan 

bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D (1) yang 

menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

                                                           
35

 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama, hlm. 5. 

 
36

 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum, Pasal 15. 
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perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum.” 

Bila dilihat dari sudut kemaslahatan, sidang keliling ini sejalan dengan 

maqāṣid asy-syarī’ah (maksud atau tujuan disyaria’atkannya hukum Islam). 

Maqāṣid asy-syarī’ah menghendaki terwujudnya kemaslahatan dalam 

kehidupan manusia dengan pemeliharaan lima sendi utama meliputi: 

pemeliharaan agama ( ) pemeliharaan jiwa ,(حفظ انديه حفظ انىفس) , 

pemeliharaan akal ( ) pemeliharaan keturunan ,(حفظ انعمم  dan (حفظ انىسم

pemeliharaan harta (حفظ انمال).
37

  

F. Metode Penelitian 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, diperlukan beberapa metode 

yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah penelitian lapangan (field research), penelitian yang  dilakukan 

langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat 

mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat 

memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan 

                                                           
37

 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar), (Jakarta: Rajawali 

Press, 2011), hlm. 122. 
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memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.
38

 Dalam penelitian 

ini, data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama 

Ponorogo dan pihak-pihak yang mengikuti sidang keliling yang 

diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil 

penelitian.
39

 Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan data yang 

diperoleh dari lapangan baik dari Pengadilan Agama Ponorogo maupun 

dari para pihak yang mengikuti sidang keliling, dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi pelaksanaan sidang keliling tersebut baik yang mendukung 

maupun yang menghambat efektivitas sidang keliling tersebut serta 

implikasinya terhadap angka perceraian, kemudian menilai efektivitas 

sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan 

oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013 dan berusaha 

memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang ada.  

3. Jenis Data 

Adapun sumber data yang digunakan antara lain: 

a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan disatukan secara 

langsung oleh peneliti dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan 

                                                           
38

 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 

52. 

 
39

Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 

10.  
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studi yang bersangkutan.
40

 Data ini diperoleh langsung dari responden 

melalui hasil wawancara dengan tim pelaksana sidang keliling 

Pengadilan Agama Ponorogo, para pihak yang mengikuti sidang 

keliling yang diadakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 

2013 serta aparat Desa Kesugihan Kecamatan Pulung dan Desa Sooko 

Kecamatan Sooko. 

b. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga 

lain yang sudah dipublikasikan.
41

 Data ini diperoleh dari dokumen 

atau arsip PA Ponorogo, peraturan perundang-undangan yang 

mengatur penyelenggaraan sidang keliling, artikel dan penelusuran 

situs internet yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling 

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2013. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara 

Penyusun melakukan wawancara mendalam (in-depth 

interview) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta 

penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung 

                                                           
40

 M. Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, cet. ke-1 (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 

67. 

 
41

 Ibid. 
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yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden.
42

  

Respondennya adalah 2 (dua) ketua majelis hakim, 2 (dua) hakim 

anggota dan 1 panitera yang mengikuti pelaksanaan sidang keliling 

Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, para pihak berperkara yang 

mengikuti sidang keliling serta aparat Desa Kesugihan Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo dan Desa Sooko Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo. 

b. Dokumentasi 

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait 

dengan hal yang diteliti,
43

 penelusuran dokumen atau arsip PA 

Ponorogo terkait sidang keliling, penelusuran kepustakaan, membaca 

literatur yang berhubungan dengan sidang keliling serta penelusuran 

situs-situs di internet untuk mencari data yang terkait dengan sidang 

keliling Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013. 

5. Pendekatan Masalah 

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan pada norma hukum yang 

berlaku.
44

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah 

sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ponorogo pada 

tahun 2013 telah sesuai dengan norma hukum yang mengatur 

                                                           
42

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-11 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114. 

 
43

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61. 

 
44

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 53. 
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pelaksanaannya sebagaimana yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 

2010 dan norma-norma hukum lain yang mengatur sidang keliling. 

Penyusun juga menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang 

berpijak pada ketentuan atau teks-teks hukum. Dengan pendekatan ini, 

penyusun meninjau kemaslahatan yang diperoleh dalam sidang keliling 

tersebut dengan menggunakan norma hukum Islam dalam aspek maqāṣid 

asy-syarī’ah. Disamping itu, digunakan pula pendekatan sosiologis yakni 

pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang 

bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Pendekatan 

ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan 

tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.
45

 Dalam hal ini, 

penyusun akan meneliti mengenai sejauh mana kesan dan tanggapan 

masyarakat terutama para pihak berperkara terhadap pelaksanaan sidang 

keliling yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo pada 

tahun 2013. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode analisis preskriptif kualitatif yaitu peneliti akan menjelaskan data 

yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data tersebut akan 

dilakukan suatu penilaian
46

 mengenai efektivitas sidang keliling oleh PA 

                                                           
45

 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm. 53. 
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 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian hukum, hlm. 10.  
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Ponorogo tahun 2013, sekaligus menganalisis faktor-faktor pendukung dan 

penghambat efektivitas sidang keliling tersebut serta implikasinya 

terhadap angka perceraian. Adapun penalaran yang akan digunakan oleh 

penyusun yakni analisis induktif, yaitu cara penalaran yang bertitik tolak 

dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa yang konkrit, kemudian 

dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan umum.
47

 Penelitian yang 

dilakukan penyusun terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian yang dilaksanakan oleh PA Ponorogo 

tahun 2013 dapat diambil kesimpulan secara umum tentang efektivitasnya. 

Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara 

berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.
48

 Dalam hal ini, 

analisis pelaksanaan sidang keliling dikaji berdasarkan aturan hukum yang 

ada mengenai sesuai atau tidaknya sidang keliling tersebut dalam segi 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka 

pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian 

yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama, 

pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan 

pokok masalah dalam penelitian. Kedua, pokok masalah menentukan inti 
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 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 1, cet. ke-2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm 47.  
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permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar 

penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi 

pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah 

pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah 

diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat 

analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode 

penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah 

yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika 

pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta 

sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah. 

Bab kedua, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum tentang sidang 

keliling dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pada bab 

ini diawali pembahasan mengenai tinjauan umum pertama yakni tentang 

sidang keliling, untuk mengetahui apa pengertian dan dasar hukum yang 

digunakan dalam sidang keliling, tujuan sidang keliling, bentuk-bentuk 

sidang keliling, persiapan sidang keliling meliputi penentuan lokasi sidang 

keliling, sarana prasarana, petugas pelaksana serta kompetensi Pengadilan 

Agama dalam sidang keliling, dilanjutkan dengan pelaksanaan sidang keliling 

meliputi penetapan pelaksanaan sidang keliling dan penanganan perkara pada 

sidang keliling. Kemudian tinjauan yang kedua yaitu penyelesaian perkara 

perceraian, untuk mengetahui prosedur dan tatacara penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam hukum acara 

khusus. 
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Bab ketiga, pembahasan di bab ini diawali dengan gambaran umum 

Pengadilan Agama Ponorogo, untuk mengetahui letak dan dasar hukum 

berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo, struktur, visi dan misi Pengadilan 

Agama Ponorogo, tugas pokok dan fungsi serta wilayah hukum Pengadilan 

Agama Ponorogo. Selanjutnya pembahasan mengenai Pelaksanaan sidang 

keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Ponorogo tahun 2013, untuk mengetahui untuk mengetahui latar belakang 

diadakannya sidang keliling, bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling 

dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo 

sekaligus mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan 

sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013. 

Bab keempat adalah bab inti, pada bab ini penyusun akan melakukan 

analisis terhadap efektivitas sidang keliling dalam penyelesaian perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013. Penulis juga akan 

memaparkan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat sidang 

keliling yang dilaksanakan oleh PA Ponorogo dalam penyelesaian perkara 

perceraian serta implikasinya terhadap angka perceraian di Pengadilan 

Agama Ponorogo tahun 2013. 

Bab kelima sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi 

kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan 

skripsi ini dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu Pengadilan 

Agama dan Mahkamah Agung. 

 



118 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisis data yang telah 

penyusun lakukan terkait dengan efektivitas sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Jawa Timur 

pada tahun 2013, maka penyusun dapat memberi kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian 

melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 secara 

umum tergolong kurang efektif. Sidang keliling tersebut hanya efektif 

dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan 

bagi para pihak berperkara.Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat 

beberapa permasalahan yang timbul akibat terbatasnya waktu 

penyelenggaraan dan penerapan hukum acara terutama bagi pihak non 

verstek. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang 

maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan 

pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk 

merumuskan masalah dan menemukan hukum (rechtsvinding) demi 

menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, 

kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga sidang harus 

dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu, tenggang 

waktu pemanggilan para pihak yang tidak diketahui keberadaannya juga 
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menyebabkan sidang tidak dapat diselesaikan dalam sidang keliling yang 

hanya dilaksanakan dua kali untuk setiap perkara.  

2. Faktor penghambat tidak begitu dirasakan dalam pelaksanaan sidang 

keliling Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 baik di Balai Desa 

Kesugihan maupun di Bali Desa Sooko. Hanya saja, keterbatasan 

penyelenggaraan sidang keliling yang hanya dilaksanakan 2 (dua) kali 

menyebabkan sebagian perkara perceraian yang disidangkan harus 

dilanjutkan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut 

disebabkan karena minimnya anggaran sedangkan hukum acara yang 

digunakan mengenal tahapan-tahapan dan tenggang-tenggang waktu yang 

tidak singkat. Adapun faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling 

Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013 yaitu pelayanan prima yang 

diberikan oleh tim pelaksana sidang keliling dari Pengadilan Agama 

Ponorogo baik majelis hakim, panitera maupun petugas yang lain, 

kerjasama yang baik antara pihak Pengadilan Agama Ponorogo dengan 

aparat Desa Kesugihan maupun Desa Sooko dalam penyediaan ruang 

sidang dan perlengkapannya, dan ketertiban para pihak berperkara dalam 

mengikuti persidangan. 

3. Sidang keliling dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan 

Agama Ponorogo tidak berimplikasi terhadap kenaikan angka perceraian 

di Pengadilan Agama Ponorogo. Hal tersebut dikarenakan pendaftaran 

perkara tetap dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

keadaan para pihak belum mengetahui perihal adanya penyelenggaraan 
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sidang keliling karena tidak adanya sosialisasi, sehingga kehendak untuk 

bercerai datang dari pihak berperkara sendiri bukan karena adanya 

penyelenggaraan sidang keliling.  

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2013, 

maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengadilan Agama Ponorogo agar tetap terus memberikan pelayanan 

yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan 

pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang. 

2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, penyusun berharap kiranya 

Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas 

seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis 

lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya 

tujuan sidang keliling dalam menegakkan justice for all serta terus 

berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan 

keadilan di Indonesia. 

3. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan 

model yang lebih luas dengan menggunakan parameter atau indikator-

indikator yang lebih banyak untuk memperoleh data yang lebih valid. 
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BAB I 

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 

sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. 

 

Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah 

perceraian. 

 

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu.  
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